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Oleh  

 

 

TIKA SELFIRA 

 

 

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi atau 

lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai 

penyelenggara pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah menciptakan pelayanan jemput bola sebagai upaya 

memberikan kebaharuan pelayanan untuk kemudahan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. Namun dalam pelayanan jemput bola di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah masih 

banyak terdapat kendala dalam pelaksanaannya dilapangan, dilihat dari 

ketidaksesuaian waktu penyelesaian layanan terhadap dokumen kependudukan 

masyarakat sehingga hal ini menghambat dalam meningkatkan. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan 

kepemilikan dokumen kependudukan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualtatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pelayanan jemput bola sudah dapat meningkatkan kepemilikan dokumen 

kependudukan dinilai menggunakan karakteristik pelayanan dilihat oleh aspek 

kesederhanaan, keterbukaan, dan efesien. Aspek yang belum menunjukan bahwa 

pelayanan jemput bola dapat meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan 

yakni aspek kejelasan dan kepastian waktu serta keamanan. Hal ini dikarenakan 

masih ditemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam waktu penyelesaian serta kurangnya sarana dan prasarana 

dalam menunjang pengoptimalan kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu 

ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yakni 

faktor sarana dan prasarana, faktor kondisi kerja, faktor aturan dalam 

pelaksanaaan pelayanan publik, serta faktor dukungan pemerintah. 

 

Kata kunci : Pelayanan Jemput bola, karakteristik pelayanan, kepemilikan 

dokumen kependudukan. 



 

ABSTRACT 

 

 

BALL PICK UP SERVICES IN IMPROVING POPULATION DOCUMENT 

OWNERSHIP 

(Study at the Department of Population and Civil Registration Central 

Lampung Regency) 

 

 

By 

 

 

TIKA SELFIRA 

 

 

Public service innovation is said to be a breakthrough initiative from public 

agencies or institutions in an effort to improve the quality of public services. As a 

public service provider, the Population and Civil Registration Office of Central 

Lampung Regency created a ball pick-up service as an effort to provide new 

services for the convenience of the community in accessing population 

administration. However, in the ball pick-up service at the Population and Civil 

Registration Office of Central Lampung Regency, there are still many obstacles in 

its implementation in the field, seen from the mismatch of service completion times 

for community population documents so that this hampers optimization in 

increasing ownership of population documents. The purpose of this study was to 

find out how the ball pick-up service at the Department of Population and Civil 

Registration of Central Lampung Regency in increasing ownership of population 

documents. This study uses a descriptive type of research with a qualitative 

approach. The results of this study indicate that the ball pick-up service has been 

able to increase the ownership of population documents assessed using the service 

characteristics seen by the aspects of simplicity, openness, and efficiency. Aspects 

that have not shown that ball pick-up services can increase ownership of 

population documents are aspects of clarity and certainty of time and security. 

This is because there are still services that are not in accordance with the 

Standard Operating Procedure (SOP) in completion time and the lack of facilities 

and infrastructure to support the optimization of ownership of population 

documents. In addition, there are several inhibiting factors in the implementation 

of the ball pick-up service by the Department of Population and Civil Registration 

of Central Lampung Regency, namely facilities and infrastructure factors, 

working conditions factors, regulatory factors in the implementation of public 

services, and government support factors. 

 

Keywords: Ball pick-up service, service characteristics, ownership of residence 

documents.
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi penyelenggara pelayanan publik. Sejak berlakunya otonomi daerah 

pelayanan publik merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 

yaitu “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”. 

Pemberian wewenang yang lebih luas dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik pada bidang pemerintahan merupakan salah satu perubahan dalam 

perencanaan pembangunan daerah melalui desentralisasi. Dengan luasnya 

kewenangan tersebut, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah diharapkan inovatif dalam memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Maryam, dkk. 

2016:83). Paradigma baru dalam pelayanan yaitu peran aktif masyarakat 

dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, dalam kaitannya hak 

masyarakat dalam mendapatkan layanan yang baik dan berkualitas perlu 

dilakukan dengan cara kesepakatan bersama antara aparatur pemerintah 

daerah sebagai penyelenggara atau pemberi pelayanan dengan masyarakat 

sebagai pemanfaat atau penerima layanan. 
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Namun kondisi empiris-obyektif menunjukkan pelayanan publik yang 

terdapat pada daerah otonom belum memperlihatkan secara signifikan 

bahwa pelayanan publik dapat memberikan kemanfaatan yang prima bagi 

masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan cenderung tidak sepenuhnya 

berorientasi pada keinginan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

(Gedeona, 2015:469). Dalam memberikan sebuah pelayanan kepada 

masyarakat hal yang diperhatikan bukan hanya menyangkut tentang efisien, 

tetapi tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana agar masyarakat 

dapat menerima pelayanan yang adil tanpa harus membeda-bedakan status 

masyarakat (Furqoni, 2014:2). 

Ada 4 (empat) unsur pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yaitu penyedia layanan, penerima layanan, jenis layanan, dan kepuasan 

pelanggan. Ini artinya pemerintah memiliki indikator standar dalam 

meningkatkan pelayanan publik dan mengacu pada beberapa prinsip dalam 

penyediaan pelayanan publik yang terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, 

kepastian waktu, akurasi, tidak diskriminatif, kemudahan akses, 

kelengkapan sarana prasaran, kejujuran dan kecermatan. Saat ini dengan 

semakin majunya perkembangan dunia digital dan teknologi informasi, 

pemerintah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi, 

koordinasi, dan kontak sosial dengan stakeholders guna mewujudkan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan 

dalam meningkatkan pelayanan. 

Pemberian pelayanan publik yang berkualitas pada hakekatnya adalah 

pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan 

kewajiban pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal 

(pemegang kedaulatan). Kewajiban pemberian pelayanan tersebut 

mencakup pelayanan yang bersifat welfare (kesejahteraan) seperti 

kesehatan, pendidikan, sandang dan pangan, maupun pelayanan terkait 

dengan barang publik, jasa publik, pelayanan administratif serta berbagai 

jenis pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu, peran dan 
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tanggung jawab pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator 

menjadi sangat penting dalam mendorong dan mewujudkan pelayanan 

publik yang inovatif, kontekstual dan partisipatoris (LAN, 2013). 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa instansi penyelenggara pelayanan publik yaitu 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku pelayanan yang diberikan 

dapat berbentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Salah 

satu bentuk kegiatan penyelenggara pelayanan publik yang terdapat pada 

pemerintah daerah yakni pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang memberikan pelayanan publik dalam bidang administrasi 

kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan dapat diartikan 

sebagai pelayanan yang berhubungan dengan penertiban dokumen dan data 

kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan bagi masyarakat. 

Administrasi kependudukan merupakan salah satu dari tugas-tugas umum 

pemerintahan sebagai fungsi pelayanan masyarakat yang dalam 

penyelenggaraannya berkaitan erat dengan hak sipil atau hak perdata 

penduduk. Maka dari itu sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan 

kependudukan maka perlu dibentuk suatu sistem administrasi kependudukan 

yang profesional (Masrin, 2013:68). 

Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi 

masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Hal ini sesuai dengan 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan bahwa, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi 

yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum 

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan merupakan hak 

dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan 
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pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen kependudukan 

juga memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Hal 

ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil 

penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan 

pelayanan publik lainnya. 

Dokumen kependudukan sangat dibutuhkan penduduk disemua strata sosial. 

Karena dokumen tersebut merupakan awal dan salah satu persyaratan untuk 

pengurusan pelayanan publik lainnya. Selain itu, dokumen kependudukan 

yang terintegrasi juga berfungsi sebagai penentu arah dan evaluasi kebijakan 

publik. Oleh karena itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi 

pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat 

penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. 

(Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Bab II Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban 

Penduduk). 

Pentingnya dokumen kependudukan tersebut belum diimbangi dengan 

jumlah kepemilikan dokumen kependudukan di Indonesia. Kondisi ini 

mengharuskan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik untuk 

melakukan perbaikan dan meningkatkan kepemilikan dokumen 

kependudukan. Perbaikan meningkatkan kepemilikan dokumen 

kependudukan dapat diwujudkan dengan adanya inovasi pelayanan yang 

dilakukan oleh pemerintah terkait sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi yang diterapkan bertujuan agar 

pelayanan publik lebih berkualitas dan tentunya untuk mewujudkan 

pelayanan yang lebih baik, mudah serta terjangkau bagi masyarakat. 

Menurut Veronica yang dikutip dalam Suwarno (2008:59) meningkatnya 

kesadaran warga negara akan haknya, memaksa sektor publik (pemerintah) 
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untuk mengimbanginya dengan kebijakan serta kualitas pelayanan yang 

setara dengan kapasitas warga negaranya. Semakin tinggi kesadaran 

masyarakat akan haknya yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai 

penyedia layanan publik, maka mampu mendorong pelayanan sektor publik 

untuk melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Inovasi dalam 

pelayanan publik merupakan cara agar dapat meningkatkan pelayanan 

dibidang administrasi kependudukan. Inovasi diciptakan untuk kemudahan 

dalam mengakses segala keperluan dalam pelayanan publik. Tuntutan 

terhadap inovasi pelayanan publik juga sangat diperlukan sebagai upaya 

mendekatkan diri dan menciptakan kemudahan menjadi prioritas (Dahlila 

dan Frinaldi, 2020:242). Organisasi publik harus mampu menghadirkan cara 

yang lebih efektif dan kreatif dalam mengatasi masalah publik yang makin 

kompleks agar dapat bertahan dan unggul di era persaingan saat. 

Sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, 

memberikan terobosan melalui inovasi pelayanan guna tercapainya 

pelayanan prima. Inovasi pelayanan tersebut diberi nama dengan Pelayanan 

Jemput Bola Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah melakukan perbaikan 

pelayanan publik berupa pelayanan jemput bola dalam meningkatkan 

kepemilikan dokumen kependudukan yang merupakan bentuk pelayanan 

baru yang sebelumnya hanya menciptakan dalam bentuk pelayanan 

konvensional (mendatangi kantor), sehingga dengan pelayanan ini 

masyarakat tidak perlu mengantri lama dikantor Dinas. 

Pelayanan jemput bola merupakan pelayanan yang dilakukan oleh suatu 

organisasi (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah) dengan cara mendatangi masyarakat atau 

bekerjasama dengan kelurahan atau Desa, sekolah, rumah sakit, puskesmas 

dan memberikan pelayanan ditempat dengan jadwal yang telah ditentukan 

untuk pelayanan administrasi dokumen kependudukan seperti pendaftaran 

penduduk (perekaman KTP-el, penerbitan KTP-el dan penerbitan Kartu 
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Keluarga) dan melakukan pelayanan dokumen pencatatan sipil (Akta 

Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Penceraian, dan Akta 

Pengakuan Anak dan lain-lain) serta pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. Pelayanan jemput bola ini dimulai sejak bulan Mei 2019, 

sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 470/10/D.a.VI.13/V/2019 

Tentang Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2019. Program ini dijalankan 

untuk menjangkau masyarakat yang belum mempunyai dokumen 

kependudukan yang disebabkan oleh masalah salah satunya kesulitan dalam 

mengakses pelayanan. 

Dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah ini memiliki luas  

wilayah ± 4.789,82 km² dan jumlah penduduk sebanyak ± 1.391.683 jiwa 

(data tahun 2020) yang tersebar di 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 311 desa 

(sumber BPS Lampung Tengah 2020). 

Tabel  1. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak (km) 

1. Padang Ratu Haduyang Ratu 32 

2. Selagai Lingga Negri Katon 50 

3. Pubian Negri Kepayungan 41 

4. Anak Tuha Negara Aji Tua 14 

5. Anak Ratu Aji Gedung Sari 56 

6. Kalirejo Kalirejo 52 

7. Sendang Agung Sendang Agung 71 

8. Bangun Rejo Bangun Rejo 39 

9. Gunung Sugih Gunung Sugih 0 

10. Bekri Kusumadadi 24 

11. Bumi Ratu Nuban Bulusari 7 

12. Trimurjo Simbarwaringin 32 

13. Punggur Tanggul Angin 22 

14. Kota Gajah Kota Gajah 14 

15. Seputih Raman Rukti Harjo 22 

16. Terbanggi Besar Terbanggi Besar 10 

17. Seputih Agung Dono Arum 19 

18. Way Pengubuan Tanjung Ratu Ilir 23 

19. Terusan Nunyai Gunung Batin Ilir 28 
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20. Seputih Mataram Kurnia Mataram 24 

21. Bandar Mataram Jati Datar 41 

22. Seputih Banyak Tanjung Harapan 36 

23. Way Seputih Suko Binangun 49 

24. Rumbia Reno Basuki 51 

25. Bumi Nabung Bumi Nabung Ilir 60 

26. Putra Rumbia Binakarya Utama 62 

27. Seputih Surabaya Gaya Baru Satu 69 

28. Bandar Surabaya Surabaya Ilir 84 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2020) 
 

Salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat malas mengurus dokumen 

kependudukan yaitu masalah keterbatasan jauhnya jarak tempuh dan 

dikarenakan besarnya modal transportasi menjadi persoalan dilapangan 

yang masih banyak ditemui bagi masyarakat yang berada didaerah  pelosok 

kesulitan untuk mengakses dokumen untuk sampai kepusat pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kurangnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan juga menjadi 

penghambat beberapa program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil sehingga belum bisa berjalan optimal. Hal tersebut menjadi hambatan 

tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi 

kependudukan secara optimal. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 dokumen kependudukan sangat penting dalam memberikan 

keabsahan identitas bagi masyarakat itu sendiri dan kepastian hukum atas 

setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah 

memiliki target dalam percetakan kepemilikan dokumen yakni 1 juta target 

per-semester untuk dimiliki masyarakat Kabupaten Lampung tengah. 

Sedangkan menurut pemaparan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Lampung Tengah Genta Surimuda, yang sudah tercetak 

baru 5000 dokumen kependudukan (Headlinelampung, Lampung Tengah, 

2020). Hal ini tentunya belum sesuai dengan target yang akan dicapai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 
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Berdasarkan hasil pra-riset di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah ada beberapa aspek yang menjadikan target 

tersebut tidak dapat dicapai dengan tepat waktu. Salah satu permasalahan 

yang menghambat pencapaian target tersebut adalah keterbatasan akses 

masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Masyarakat yang 

tinggal jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah tidak bisa mengakses layanan hanya dengan 

satu hari saja, melainkan membutuhkan waktu lebih untuk mengurus 

administrasi  kependudukan. Untuk itu pelayanan jemput bola dihadirkan 

untuk membantu pencapaian target tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi perolehan sebelum dan sesudah adanya 

pelayanan jemput bola, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel  2. Rekapitulasi perolehan dokumen kependudukan yang dikeluarkan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah 

 

 

 
No 

 
 
Nama 

Dokumen 

Sebelum 

Pelayanan 

Jemput Bola 

 
Sesudah Pelayanan 

Jemput Bola 

 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

1. Kartu 455. 260 460.587 475.800 477.479 

2 KTP-el 866.827 963.664 979.489 990.708 

3 Akta 402.472 404.409 405.460 406. 164 

 Jumlah 1.724.559 1.828.634 1.860.749 1.874.351 

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara,2017-2020) 

 
Data diatas merupakan data rekapitulasi perolehan dokumen kependudukan 

yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah yang dikelola oleh Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK). Tabel tersebut menunjukan bahwa sebelum adanya 

pelayanan jemput bola dokumen kependudukan yang di dikeluarkan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah masih 
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belum maksimal dengan jumlah 1.724.559 dokumen kependudukan yang 

telah dikeluarkan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam 

kurun waktu satu tahun. Sedangkan setelah adanya pelayanan jemput bola 

tersebut dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat peningkatan dalam 

dokumen kependudukan setiap tahunnya. Walaupun hal tersebut belum 

seimbang dengan target yang diharapkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 

Sebelum adanya pelayanan jemput bola ini kesadaran masyarakat akan 

pentingnya dokumen kependudukan masih kurang. Hal itu terlihat dengan 

masih banyaknya masyarakat yang baru akan mengurus dokumen 

kependudukan apabila dokumen tersebut diperlukan dalam waktu dekat saat 

ada keperluan, sebelum memerlukan mereka tidak mengurus dokumen 

kependudukannya. Saat waktunya diperlukan merekapun segera 

mengurusnya dan ingin segera cepat selesai. Oleh karena itu, apabila ada 

perubahan data kependudukan perlu segera melapor ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Misalnya 

ada peristiwa kelahiran serta perubahan-perubahan data kependudukan 

lainnya seperti perubahan Kartu Keluarga, Perubahan Kartu Tanda 

Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 

datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap 

milik mereka. 

Berdasarkan pra-riset dan wawancara singkat dengan petugas pelayanan X 

untuk masyarakat yang sudah lansia dan mengalami disabilitas juga menjadi 

faktor belum tercapainya target yang sudah ditetapkan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini terjadi karena 

adanya keterbatasan fisik untuk menjangkau secara langsung pada 

pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini diperlukan 

sebuah inovasi guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat 

agar tercapainya tertib administrasi. Maka dari itu pelayanan jemput bola 

dihadirkan dalam pencapaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 
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Sebagai penyelenggara pelayanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah harus memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

negara sebagai abdi masyarakat. Terkait hal ini juga dalam memberikan 

pelayanan jemput bola bagi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan 

jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah tentunya memiliki pemasalahan ataupun kendala dalam 

pemenuhan memberikan pelayanan. Kendala yang sering ditemui yaitu 

berkaitan dengan masalah prosedur atau persyaratan pelayanan, 

ketidaksesuaian penyelesaian pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan 

dan lainnya. 

Hal tersebut sesuai dengan yang ditemui peneliti dalam observasi dan 

dikatakan secara langsung dalam wawancara terkait oleh salah satu 

masyarakat yang mendapatkan pelayanan jemput bola terkait dengan 

pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah di lapangan. Alasan lain masalah tersebut 

penting untuk dikaji dan dilihat peningkatan target pelayanannya dalam 

pelayanan sektor publik karena hal tersebut termasuk dalam aturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang sendi-sendi pelayanan 

prima yang memenuhi karakteristik pelayanan. Karakteristik pelayanan 

yang dikategorikan dalam beberapa aspek yakni kesederhanaan, kepastian 

waktu pelayanan keamanan, keterbukaan, dan efisien pelayanan. Kemudian, 

indikator yang digunakan dalam pengukuran kelima karakteristik tersebut, 

ada beberapa termasuk dalam prinsip-prinsip pelayanan publik seperti, 

kemudahan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, 

kelengakapan sarana dan prasarana, kemudahan akses dan kenyamanan. 

Pada pelayanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah dengan diukur menggunakan karakteristik 

pelayanan masih banyak yang belum sesuai dan berjalan dengan baik. Pada 

aspek kepastian dan kejelasan pelayanan jika melihat yang terjadi 

dilapangan ternyata aspek ini belum berjalan dengan baik, hal tersebut 

terkait dengan waktu penyelesaian pelayanan yang diterima masyarakat. 
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Berdasarkan observasi peneliti dilapangan terhadap pelayanan jemput bola, 

masyarakat masih banyak mengeluh mengenai ketidaksesuaian waktu 

penyelesaian dokumen kependudukan yang mereka urus, penyelesaian 

berkas tersebut cenderung lambat dan masih ditemukan berbagai macam 

kesalahan pada hasil pelayanan yang diberikan. Penerbitan dokumen atau 

berkas kependudukan yang sudah diproses bisa melebihi 1 (satu) hari kerja 

dalam pelayanan tersebut yang dilayani mulai 08.00-15.30 WIB. Walaupun 

dalam pelayanan jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dilakukan ketika hari libur 

kerja (sabtu-minggu) seharusnya masih bisa dioptimalkan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dapat diatasi 

dengan menambahkan jumlah petugas pelayanan. 

Dengan adanya masalah tersebut tentunya hal ini tidak sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah terkait 

batas penyelesaian pada setiap penerbitan dokumen kependudukan. Dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 

tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan pada 

Pasal 3 ayat 2 sudah dijelaskan terkait waktu penyelesaian pelayanan yang 

menyatakan bahwa “Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling 

lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh 

petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten atau Kota. 

Kemudian pada aspek keamanan yang terkait dengan kelengkapan sarana 

dan prasarana pelayanan dilihat dilapangan ternyata masih belum cukup 

memadai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah mengalami keterbatasan dalam kepemilikan peralatan untuk 

pelayanan jemput bola itu sendiri, oleh karena itu peralatan pada pelayanan 

konvensional di Kantor harus ada beberapa yang digunakan bergantian 

untuk pelayanan jemput bola tesebut. Akibat dari kurangnya peralatan 

pelayanan tersebut menyebabkan banyak berkas atau dokumen 
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kependudukan yang mengalami penumpukan dalam pengerjaan dokumen 

tersebut sehingga pengoptimalan pelayanan belum dapat berjalan sesuai 

dengan visi misi yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah. Masalah lainnya ialah pada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) secara khusus untuk pelayanan jemput bola ini 

tidak ada kejelasan, yang dipublikasikan hanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pada pelayanan konvensional di Kantor. Hal ini tentunya 

menjadi ketidakefektifan pelayanan yang dijalankan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka jika dilihat visi-misi serta maklumat 

pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah adalah visinya menjadi lembaga yang profesional dalam 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah adalah 

meningkatkan kualitas SDM Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

mumpuni atau handal, meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil, meningkatkan upaya penanganan keluhan dan pengaduan 

masyarakat secara cepat dan akurat serta meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana serta pemanfaatan Teknologi Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan. 

Dengan maklumat pelayanan yakni dengan ini kami sanggup 

menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dengan sesuai 

standar pelayanan yang cepat, tepat, akurat, serta transparan dan bertekad 

untuk selalu profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan. Namun ternyata 

visi misi dan maklumat pelayanan tersebut belum berjalan dengan baik 

dilapangan dan seperti dijelaskan diatas masih ditemui permasalahan- 

pemasalahan yang dapat menghambat terwujudnya visi misi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan 

terciptanya pelayanan yang berkualitas. 

Melihat permasalahan diatas, hal ini menjadi penting untuk diteliti karena 

dalam suatu intansi yang bergerak sebagai penyelengara pelayanan publik 

harus memiliki pelayanan yang dapat memudahkan akses penggunanya 



13 
 

dalam kebutuhan pelayanan publik tersebut. Selain itu, terutama pada 

karakteriktik pelayanan yang masih menjadi kendala dalam penyelengaraan 

pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah. 

Dengan demikian, sebagai intansi yang bergerak dalam bidang administrasi 

kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah 

memerlukan adanya capaian peningkatan kepemilikan dokumen yang 

dimiliki masyarakat untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam 

membangun pengoptimalan hasil pelayanan publik secara profesional, 

efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini akan berfokus pada 

karakteristik pelayanan dalam pelayanan jemput bola dalam meningkatkan 

kepemilikan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang 

berbeda, hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel  3. Penelitian Sejenis Terdahulu 

No. Nama 

peneliti 

/Tahun 

Judul 

penelitian 

Hasil 

Penelitian 

 
1. 

 
Fausiah, A., 
Husain,H., 
dan Juharni 

(2020) 

 

Peningkatan 

Pelayanan  Ktp- 

Eletronik Melalui 

Inovasi Jemput 

Bola Pada Dinas 

Kependudukan 

Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Sinjai (Jurnal) 

 

Pengembangan kelembagaan 

organisasi telah berjalan dengan 

banyaknya berbagai inovasi sehingga 

dengan inovasi tersebut nampak 

kemampuan lembaga mengefektifkan 

penggunaan sumber daya manusia serta 

keuangan yang tersedia. Dalam 

pelaksanaan inovasi tersebut dilihat dari 

prosedur, produk, waktu dan biaya serta 

kompetensi petugas sudah ada warna 

baru dalam pelayan publik terkhusus 

pelayanan KTP-el. Walaupun masih 

perlu ditingkatkan seperti peningkatan 

SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan, 

anggaran yang memadai serta 

memperhatikan sarana dan prasarana 

yang dipakai petugas lapangan dalam 

memberikan pelayanan langsung. 
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Tabel 3. Lanjutam  

 
2. 

 
Marselus, 
Y. L,. 

dan 

Noora, F 

(2018) 

 

Inovasi  Jemput 

Bola Administrasi 

Kependudukan 

(Jebol Anduk) 

dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan 

Publik (Jurnal) 

 

Pelayanan “jebol anduk” Dinas 

kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Malang sudah berjalan 

dengan baik dalam menunjang dan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari sisi 

pelayanan yang ada ada pada “jebol 

anduk” yang diukur dengan 

menggunakan teori 6 (enam) standar 

pelayanan publik yaitu prosedur

 pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya pelayanan, produk 

pelayanan, sarana dan prasarana, serta 

kompetensi petugas pemberi pelayanan, 

tetapi masih terdapat beberapa faktor 

penghambat seperti jaringan internet 

yang belum maksimal, tingkat kesadaran 

masyarakat akan kepentingan 

kepemilikan dokumen kependudukan 

masih rendah, serta kurangnya 

ketersediaan blangko dari pemerintah 

pusat untuk pembuatan perekaman E- 

KTP. 

 

3. Agus, P dan 
Zulkifli 
(2019) 

Studi  Pelayanan 

Jemput   Bola 

Akta   Kelahiran 

Dinas 

Kependudukan 

Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Lingga 

(Jurnal) 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat objektifi Pelayanan

 Publik Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lingga ( Studi Pelayanan 

jemput Bola Akta Kelahiran). Indikator 

penilaian pelayanan publik meliputi, 

prosedur pelayanan, waktu penyelesain, 

biaya pelayanan, produk pelayanan, 

sarana dan prasrana, kompetensi petugas. 

Pelayanan Publik Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga 

(Studi Pelayanan Jemput Bola Akta 

Kelahiran) berada pada kategori “Cukup 

Baik” hal ini di karenakan beberapa dari 

indikator penilain masih belum berjalan 

dengan baik yaitu indikator prosedur 

sama waktu penyelesain. 
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Tabel 3. Lanjutan  

 
4. 

 
Ida, W.H., 

dan Susi, S 

 

Analisis Inovasi 

Pelayanan 

Perizinan Jemput 

Bola di  Dinas 

Penanaman 

Modal     dan 

Pelayanan 

Terpadu   Satu 

Pintu 

(DPMPTSP) 

Kabupaten 

Semarang 

(Jurnal) 

 

Faktor pendorong inovasi jemput bola 

ini adalah dorongan politik, tekanan 

ekonomi dan peningkatan efisiensi, 

untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. Faktor penghambat terdiri 

dari keengganan menutup program 

yang gagal, teknologi tidak ada, 

terhambat budaya, penataan 

organisasi, tidak ada penghargaan atau 

insentif, ketidakmampuan menghadapi 

resiko dan perubahan, anggaran 

jangka pendek dan perencanaan, 

budaya risk aversion. 

5. Lolita 

Oktaviana,. 

dan 

Meirinawati 

(2018) 

Strategi 

Peningkatan 

Pelayanan 

Perekaman E- 

KTP Melalui 

Pelayanan 

Jemput  Bola 

Pada Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Surabaya 

Fokus dalam penelitian ini adalah 

strategi peningkatan perekaman E- 

KTP melalui pelayanan jemput bola 

menggunakan  teori   menurut 

Osborne yang terdapat lima pokok 

dasar yaitu: Strategi Inti, Strategi 

Konsekuensi, Strategi Pelanggan, 

Strategi Pengawasan,Strategi 

Budaya Hasil penelitin ini 

Dispendukcapil telah melaksanakan 

strategi dalam pelayanan jemput bola 

dengan        cukup        baik        untuk 
meningkatkan kualitas  dari pelayanan 
perekaman E-KTP,dalam 
mewujudkan pelayanan yang maksimal 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil menciptakan kondisi kerja yang 
sehat antar pegawai dan atasan  yang   
dilakukan   dengan sikap kekeluargaan 
antara pegawai dan  atasan  waktu  
menjalankan tugas. 
 

 (Sumber: Diolah peneliti,2021). 

 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut diatas yaitu 

ditemukan tujuan yang sama bahwa ingin mengetahui proses bagaimana 

inovasi jemput bola dalam sebuah pelayanan publik dalam bidang masing- 

masing. Akan tetapi pada peneitian pertama, kedua dan ketiga yang 

dilakukan oleh Arma Fausiah., Husain. H., dan Juharni (2020); Marselus,Y. 

L,. dan Noora, F (2018) dan Agus, P,. Zulkifli (2019) ini lebih 

memfokuskan penelitiannya pada bagaimana proses pelayanan jemput bola 
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dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan jemput bola tersebut 

sudah berjalan dengan baik dalam menunjang dan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Namun masih terdapat beberapa faktor 

penghambat seperti kurangnya keefektifan dalam penyelesaian pelayanan, 

minimnya sarana dan prasarana, serta anggaran yang kurang memadai. 

Dari beberapa penelitian sejenis diatas merupakan penelitian yang berkaitan 

dengan pelayanan jemput bola pada sektor publik. Akan tetapi pada 

penelitian diatas terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai pelayanan 

jemput bola dalam meningkatkan kepemilikian dokumen kependudukan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan informasi yang didapat, bahwa 

belum ada penelitian yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian tersebut dengan judul penelitian 

“Pelayanan Jemput Bola dalam Meningkatkan Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang di pembahasan sebelumnya dan juga 

sesuai dengan judul yang akan dianalisis maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana pelayanan jemput bola pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam 

meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan 

jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
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Lampung Tengah dalam meningkatkan kepemilikan dokumen 

kependudukan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teroris dan praktis, sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur pada bidang 

pemerintahan terkhusus yang berkaitan dengan pelayanan sektor 

publik untuk mengetahui sejauhmana pelayanan jemput bola dalam 

meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

pengetahuan, pengalaman serta memperoleh wawasan dalam 

menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di 

Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai pelayanan jemput 

bola dalam lingkup pelayanan publik. 

 

b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah 

Khusus untuk Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini diharapakan dapat 

menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pelayanan publik pada 

pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Hasil 

penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada proses 

berpikir dalam lingkup pelayanan publik yakni jemput bola dalam 

meningkatkan dokumen kepemilikan. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pelayanan Sektor Publik 

2.1.1 Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun 

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelayanan 

diberikan sebagai tindakan seseorang untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Dalam artian bahwa pelayan langsung 

berhadapan dengan pelanggan dengan menempatkan pelanggan 

sebagai sesuatu yang urgen. 

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana 

dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai 

pelayanan publik. Selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto 

bahwa literatur terdahulu menyatakan “what government does is 

public service”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada 

dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada hakikatnya dalam 

hal ini pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukan kebutuhan secara 

individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya 

diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, 

pendidikann, administrasi kependudukan dan lain-lain. 
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Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:4) pengertian 

pelayanan publik atau pelayanan umum adalah : 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan 

sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnnya 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Kemudian untuk pelayanan publik dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah suatu 

bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap barang, jasa dan atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik melalui kegiatan atau rangkaian kegiatan kepada 

setiap penduduk dan warga negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan 

publik dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pemerintah, 

penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga 

independen yang dibentuk oleh pemerintahan, badan usaha atau 

badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi pelayanan publik. Kemudian masyarakat umum atau 

swasta sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak 

mampu ditangani atau dikelola oleh pemerintah atau pemerintah 

daerah. 

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang 

paling kasat mata, karena kinerja pemerintah dapat langsung dinilai 

oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang diberikan. Kualitas 

pelayanan yang diterima akan langsung dirasakan masyarakat yang 

menjadi kepentingan banyak orang. Keberhasilan dalam 
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membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, 

akuntabel, efektif dan efisien akan mengangkat citra positif 

pemerintah di mata warga masyarakatnya (Messe dan Pangkey, 

2018:36). 

 

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu : 

a. Unsur organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan publik 

yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan UndangUndang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

b. Unsur Penerima layanan (pengguna pelayanan) orang, 

masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau 

memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak 

memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk 

menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang 

mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan 

KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya 

pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan. 

c. Unsur kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh 

penerima layanan (pelanggan). Unsur ini merupakan unsur 

kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan 

pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan 

(Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan 

publik yang berorienntasi untuk memuaskan pelanggan, dan 

dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja manajemen pemerintahan. 
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2.1.2 Azas Pelayanan Publik Azas 

Pelayanan publik diperlukan dalam memberikan pelayanan agar 

dapat memuaskan pengguna jasa dalam pemberian pelayanan 

publik. Azas pelayanan publik berdasarkan KEPMENPAN Nomor 

63 Tahun 2003 yaitu: 

a. Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Transparansi, artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang memerlukan yang disediakan secara 

memadai dan mudah dimengerti. 

c. Partisipatif, artinya mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

d. Kondisional, artinya sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima 

pelayanan sesuai dengan prinsip efisien dan efektifitas. 

e. Keseimbangan hak kewajiban, artinya setiap pemberi dan 

penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing. 

f. Kesamaan hak, artinya pelayanan yang diberikan tidak 

membeda- bedakan suku, ras, agama, golongan dan status 

ekonomi penerima pelayanan. 

 

2.1.3 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik tentu mempunyai 

standar pelayanan publik yang telah di tetapkan dan menjadi 

sebuah tolak ukur dalam pelayanan publik. Standar pelayanan 

publik digunakan untuk menjadi pedoman bagi penerima layanan 

untuk mengontrol kineja penyelenggaraan layanan publik dan 

dapat dijadikan pedoman dalam pelayanan publik yang harus 

ditaati dan laksanakan. Standar pelayanan menurut Keputusan 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran 

Pelayanan Publik, bahwa standar pelayanan sekurang-kurangnya 

sebagai berikut : 

a. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

c. Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

d. Produk layanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan 

dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

Penetapan standar pelayanan menjadi yang sangat penting 

dalam pengembangan sistem pelayanan publik. Dengan adanya 

standar pelayanan publik diharapkan dapat membangun 

kepedulian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

 



23  

2.1.4 Prinsip Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang diselenggarakan harus memenuhi beberapa 

prinsip pelayanan publik. Sendi-sendi tatalaksana pelayanan 

umum, pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip 

pokok sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam perumusan 

tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum. 

Sesuai dengan Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang 

ditetapkan dengan Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993, 

maka sendi-sendi atau karakteristik pelayanan tersebut dapat 

dipahami dengan penjelasan sebagai berikut (Istianto, 2011: 111- 

117): 

a. Kesederhanaan 

Kesederhanaan, prinsip ini menyangkut prosedur atau tahapan 

pelayanan yang dijalankan yaitu tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan dan Kepastian 

Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan 

kepastian mengenai: 

 Persyaratan teknis dalam administrasi pelayanan publik 

Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan 

keluhan atau persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik 

 Kepastian waktu 

 Rincian administrasi biaya pelayanan dan tata cara 

pembayaran 
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c. Keamanan 

Keamanan, proses penyelenggaraan pelayanan publik 

dan hasilnya memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum. Keamanan Sendi atau prinsip ini mengandung 

arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat 

memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam 

prinsip ini, memberikan petunjuk bahwa dalam proses 

pelaksanaan pemberian pelayanan agar diciptakan 

kondisi dan mutu. 

 

d. Keterbukaan 

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur atau tatacara, 

persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab 

pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif 

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 

wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 

Prinsip keterbukaan pelayanan memberikan petunjuk untuk 

menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat (pemohon). 

 

e. Efisien 

Sendi atau prinsip efisien ini mengandung arti bahwa 

persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 

dengan produk pelayanan yang diberikan serta mencegah 

adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses 

pelayanan masyarakat yang bersangkutan, memasyarakatkan 

adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja atau instansi 
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Pemerintah lain yang terkait. Prinsip ini menekankan bahwa 

dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan 

pelayanan umum, perlu memperhatikan hal-hal yang tidak 

berakibat memberatkan masyarakat, maupun tidak berdampak 

pemborosan. 

 

2.1.5 Kelompok Pelayanan Publik 

Pengelompokkan pelayanan publik bisa didasarkan atas berbagai 

kriteria. Sedangkan pengelompokkan ini mengikuti atau sesuai 

dengan pengelompokkan dalam Surat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 

63/KEP./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam surat keputusan ini 

pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, 

yaitu : 

1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, 

sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap 

suatu barang dan sebagainya. Contoh : KTP, Akta Kelahiran, 

Akta Kematian, SIM, STNK, BPKB, IMB, Paspor dan 

sebagainya. 

2. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan 

oleh publik, misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air 

bersih dan sebagainya. 

3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, 

misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 

penyelenggaraan jasa transportasi, pos dan sebagainya. 
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2.1.6 Faktor Pendukung dalam Pelayanan Publik 

Menurut Moenir (2015:88) pelayanan harus memenuhi beberapa 

faktor pendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, yaitu : 

1. Faktor Kesadaran 

Kesadaran merupakan suatu proses berpikir melalui metode 

renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga 

menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 

keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk 

perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian. 

Kesadaran kerja merupakan kesadaran dalam pelaksanaan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang menyangkut 

penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat 

dalam usaha meningkatkan hasil kerja. Kesadaran membawa 

dampak yang sangat positif terhadap organisasi dan pekerjaan 

itu sendiri. Kesadaran menjadi sumber kesungguhan dan 

disiplin dalam melakasanakan tugas, sehingga hasilnya dapat 

diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan baik 

dalam perwujudan standar pelaksanaan maupun standar 

operasional. 

 

2. Faktor Aturan 

Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan 

dan perbuatan orang lain. Aturan pada sebuah organisasi 

memiliki fungsi untuk mengikat semua anggota agar dapat 

berjalan sesuai dengan aturan Sehingga nantinya organisasi 

tersebut bisa memiliki arah dan tujuan. Dalam organisasi 

aturan menyangkut segala ketentuan baik tertulis dalam 

organisasi yang meliputi waktu kerja, kedisiplinan dalam 

melakukan pekerjaan, memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran kerja, serta ketentuan lain yang telah ditetapkan. 
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3. Faktor Organisasi 

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan 

organisasi pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam 

penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara 

khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak 

multi kompleks. Oleh karena itu organisasi yang dimaksud di 

sini tidak dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan 

lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme kerja yang 

mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. 

Organisasi melakukan pengaturan struktur yang 

menggambarkan hierarki pertanggung jawaban, pembagian 

kerja yang berdasarkan keahlian dan fungsinya pada masing-

masing bagian sesuai dengan tugas yang ditetapkan serta usaha 

pengembangan organisasi. Selain itu oraganisasi juga 

mengatur sistem, prosedur, dan metode yang berfungsi sebagai 

tata cara atau tata kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. 

 

4. Faktor Pendapatan 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai 

imbalan atas tenaga dan fikiran yang telah dicurahkan untuk 

orang  lain, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam 

jangka waktu tertentu. Faktor pendapatan mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dimana apabila faktor ini 

tidak diperhatikan bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan 

fisik minimum, maka akan menimbulkan keresahan dan 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan, sehingga karyawan tersebut dengan terpaksa 

melakukan pekerjaan tambahan di luar bidang tugasnya, agar 

terpenuhi kebutuhan hidupnya. 
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5. Faktor Kemampuan dan Keterampilan 

Faktor kemampuan karyawan mempengaruhi kualitas 

pelayanan karena pada umumnya para karyawan yang 

mempunyai kemampuan dan keterampilan inilah yang sehari-

hari menjalankan tugas di bidang pelayanan dan berhadapan 

langsung dengan masyarakat. Dengan kemampuan dan 

keterampilan yang memadai, maka pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi 

keinginan semua pihak. Kemampuan karyawan dapat 

ditingkatkan dengan pemberian bimbingan dan petunjuk-

petunjuk kerja, mengadakan pendidikan dan latihan khusus 

pegawai. 

6. Faktor Sarana Pelayanan 

Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis 

peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi 

sebagai alat pembantu sosial dalam rangka kepentingan orang 

yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja tersebut. 

Faktor ini mempengaruhi kualitas pelayanan karena 

merupakan alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Disamping itu, sarana pelayanan juga mempunyai 

fungsi untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, 

meningkatkan produktivitas, menimbulkan kenyamanan bagi 

orang-orang yang berkepentingan, dan menimbulkan perasaan 

kepuasan. 

 

2.2 Pelayanan Jemput Bola 

2.2.1 Pengertian Pelayanan 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk 

perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan 

pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan 
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tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 

2010:3). Istilah pelayanan lain dalam bahasa Inggris adalah 

“service”. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) 

didefinisikan sebagai : 

“a system that provides something that the public needs, 

organized by the government or a private company”. 

Oleh karenanya, pelayanan akan bekerja sebagai sebuah sistem yang 

menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya 

kebutuhan dasar masyarakat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan tentang 

pengertian dari pelayanan, yaitu "Pelayanan adalah suatu usaha 

untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh 

orang lain. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17). 

Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses 

kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak 

(Intangible). 

Pandangan pengertian konsep pelayanan menurut Gronroos dalam 

Ratminto (2005:2), yakni: 

"pelayanan adalah suatu aktivitas atau ekspektasi aktivitas 

yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba yang dapat terjadi 

sebagai sesuatu yang dapat terjadi dari adanya suatu interaksi 

antara unsur konsumen yang membutuhkan pelayanan 

dengan unsur karyawan yang memberikan pelayanan atau 

hal-hal lain yang dsediakan  oleh perusahaan oleh pemberi 

pelayanan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan 

dan mengatasi kebutuhan dari konsumen atau pelangan". 
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Moenir (2002:26-27) mendefinisikan: “pelayanan sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat 

dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.” 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu 

proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, 

meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses 

yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi 

kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. 

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

kebutuhan peraturan perundang-undangan. 

Dari pernyataan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu, produksi jasa bisa berhubungan dengan produk 

fisik maupun tidak. 

 

2.2.2 Definisi Layanan Jemput Bola 

Pelayanan jemput bola merupakan pelayanan yang dilakukan oleh 

suatu organisasi (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten) dengan cara mendatangi masyarakat atau 

bekerjasama dengan kelurahan atau Desa, sekolah, rumah sakit, 

puskesmas dan memberikan pelayanan ditempat. Pelayanan jemput 

bola adalah pelayanan yang dilakukan oleh tim jemput bola dengan 
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cara berkeliling ke lokasi-lokasi seperti kecamatan, desa, dan lapas, 

dan lokasi strategis lainnya. Pelayanan ini menjadi produk unggulan 

dan merupakan program reguler yang dilaksanakan secara berkala, dan 

mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. 

Terdapat beberapa macam pelayanan jemput bola, yaitu: 

1. Pelayanan jemput bola pencatatan sipil: 

- Pencatatan Akta Kelahiran. 

- Pencatatan Akta Kematian tidak dibatasi usia. 

- Pencatatan Perkawinan untuk non muslim. 

2. Pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk: 

- Perekaman KTP-el 

- Pencetakan KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el 

- Pencetakan Kartu Keluarga 

3. Pelayanaan emput bola terpadu, meliputi seluruh layanan jemput 

bola 

4. Pelayanan jemput bola difabel dan lansia, melayani door-to-door 

untuk perekaman KTP-el. 

 

2.2.3 Proses Layanan Jemput Bola 

Pelayanan dengan sistem jemput bola dibentuk dengan tujuan untuk 

mendekatkan serta mempercepat pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara mendatangi 

masyarakat, dan melaksanakan pelayanan di tempat. Dengan adanya 

pelayanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang 

berdomisili jauh, atau tidak memiliki kemampuan untuk mendatangi 

dinas terkait. 

Pelayanan unggulan yang diberikan pada saat pelayanan jemput bola 

adalah pelayanan penerbitan Akta Kelahiran sekaligus penerbitan 

Kartu Keluarga (KK) baru penambahan anggota keluarga serta 

pelayanan penerbitan Akta Kematian sekaligus penerbitan Kartu 

Keluarga (KK) baru penghapusan anggota keluarga. Seluruh 
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pelayanan akan diselesaikan dalam waktu paling cepat satu minggu 

dan paling lama dua minggu atau bahkan satu bulan apabila terdapat 

kendala yang disebabkan oleh jaringan internet, kepala dinas sedang 

dinas luar kota selama beberapa hari dll. 

 

2.3 Administrasi Kependudukan 

2.3.1 Pengertian Administrasi Kependudukan 

Administrasi menurut Sondang (2014;4) administrasi ialah 

keseluruhan proses Aktivitas pelaksanaan dari keputusan-keputusan 

yang telah diambil dan diselenggrakan oleh dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan yang telah di sepakati sebelumnya. Menurut 

Sugiyono (2003;24), secara umum administrasi dapat dikelompokan 

menjadi dua, yaitu administrasi negara dan administrasi swasta (public 

or private administration). Administrasi negara berkenaan dengan 

pengelolaan kegiatan bersifat kenegaraan yang bertujuan utamanya 

adalah untuk memberikan pelayan, meningkatkan kesejahteraan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya 

disebut UU Adminduk) Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan “administrasi 

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya”. 

Pengertian secara umum mengenai administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban 

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan 

catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi 
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hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa 

diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. 

Pendaftaran penduduk dilakukan dengan pencatatan biodata 

penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan 

pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan. 

Administrasi kependudukan dengan sistem baru tersebut bila berjalan 

sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, 

pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan 

mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa 

pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan 

pembangunan. 

Landasan filosofis di bentuknya administrasi kependudukan, antara 

lain: 

1. Perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan 

status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di 

dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Dukungan pelayanan yang professional dan peningkatan kesadaran 

penduduk, termasuk warga Negara Indonesia yang berada di luar 

negeri. 

4. Tuntutan pelayanan admnistrasi kependudukan yang tertib dan 

tidak diskriminatif. 

 

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, 

setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, 

kematian, perkawinan, dan perceraian) akan membawa akibat terhadap 

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang 
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meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas 

menjadi tinggal tetap. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi 

yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan 

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan 

pada dasarnya meliputi: 

a. Biodata Pendudukan. 

b. Kartu Keluarga (KK). 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

d. Surat keterangan kependudukan. 

e. Akta Pencatatan Sipil Surat keterangan kependudukan. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengenai Administrasi 

Kependudukan, administrasi kependudukan diarahkan untuk: 

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan 

tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. 

2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan 

serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting. 

4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 

secara nasional, regional serta lokal. 

5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Dokumen kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang 

digunakan untuk berbagai macam urusan pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status 

hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi 
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dan pelayanan publik lainnya. Pada proses kegiatan pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering timbul masalah-masalah yang 

dirasakan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan antara 

lain penyelesaian dokumen kependudukan yang terlalu lama. Masyarakat 

yang tinggal jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah tidak bisa mengakses layanan hanya dengan 

satu hari saja, melainkan membutuhkan waktu lebih untuk mengurus 

administrasi kependudukan. 

Pemahaman dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen 

kependudukan juga menjadi penghambat dalam meningkatkan kepemilikan 

dokumen kependudukan. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah sebagai 

penyedia pelayanan sektor publik untuk melakukan perbaikan pelayanan dan 

meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.  

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah untuk mengetahui pelayanan jemput bola dalam 

meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, hal ini dikarenakan 

masih didapati beberapa permasalahan dilapangan seperti mekansime 

prosedur pelayanan yang masih terdapat kendala akibat terjadi gangguan 

jaringan komunikasi data dalam sistem pengelolaan administrasi 

kependudukan. Selanjutnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam 

pelayanan jemput bola masih cenderung lambat, masih ada pelayanan yang 

mengalami ketidaksesuaian waktu penyelesaian terhadap penerbitan 

dokumen, hal ini dikarenkan keterbatasan waktu pelakasanaan pelayanan dan 

kurangnya jumlah sumber daya manusia. Kemudian Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah mengalami keterbatasan 

dalam kepemilikan peralatan untuk pelayanan jemput bola itu sendiri, oleh 

karena itu peralatan pada pelayanan konvensional di Kantor harus ada 

beberapa yang digunakan bergantian untuk pelayanan jemput bola tesebut. 

Sehingga pengoptimalan memberikan pelayanan belum dapat berjalan sesuai 

dengan visi misi dan maklumat pelayanan yang dijalankan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 
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Untuk memecahkan masalah tersebut, peneliti menggunakan teori menurut 

Surat Keputusan MENPAN No. 81/1993 (dalam (Istianto,2011:111-117) 

tentang karakteristik pelayanan dan mengambil lima fokus aspek karakteristik 

pelayanan yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian waktu, keamanan, 

keterbukaan dan efisien. 

Dengan demikian ketika pelayanan jemput bola tersebut sudah dapat 

dikategorikan masuk kedalam karakteristik pelayanan dalam pelayanan 

publik. Maka hasil akhir penelitian ini adalah peneliti ingin melihat apakah 

pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah telah tercapai dalam meningkatkan dokumen 

kependudukan atau pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat tercapainya dalam 

meningkatkan dokumen kependudukan. 
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Keamanan Kejelasan & 

Kepastian 
Keterbukaan Kesederhanaan Efesien 

Tidak 

Meningkat 

Meningkat  

 

Dokumen Kependudukan Masyarakat 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditentukan kerangka pikir dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Pelaksanaan pelayanan jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan 

dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah yang masih kurang ditandai dengan 

ketidakpastian waktu penyelesain, kurangnya sarana dan prasarana dan 

targetencapaiannya kurang meningkat. 

  

 Karakteristik pelayanan menurut SK MENPAN No. 81/1993 (dalam 

(Istianto,2011:111-117): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.Bagan Kerangka Pikir 

(Sumber Data : Diolah Oleh Peneliti,2022)



 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor dalam Moleong (2017:4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Penelitian kualitatif mementingkan proses dari pada output dan 

dimungkinkan bahwa dengan proses akan terlihat hubungan-hubungan yang 

jelas dari objek yang diteliti dan dapat memberikan pemaknaan yang utuh 

atau kontekstual dari fokus yang ditelaah. Penelitian kualitatif lebih 

menekankan kepada keseluruhan aktifitas, di dalam penelitian kualitatif 

lebih mudah menghadapi kenyataan-kenyataan ganda yang bersifat 

kompleks. 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. 

Maksudnya adalah dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan 

dokumen resmi lainya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah ingin menggambarkan realitas empirik didalam fenomena yang ada 

secara mendalam,rinci, dan tuntas. 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan 

dan menganalisis secara sistematis dan faktual mengenai pelayanan jemput 

bola dalam meningkatkan kepemilikan dokumean kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah. Pada penelitian ini 

peneliti ingin memaparkan keadaan atau kejadian melalui media berupa 

pertanyaan-pertanyaan mendalam yang diajukan kepada subjek penelitian 

(informan) untuk mendapatkan informasi yang akurat dan aktual guna 
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mengidentifikasi masalah dan menentukan langkah-langkah berikutnya serta 

untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan. 

Selain itu penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada hasil tanpa 

bermaksud untuk menguji hipotesa. Dengan demikian, dalam penelitian, 

peneliti bermaksud mendiskripsikan segala fenomena dan menganalisis 

pelayanan jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan dokumen 

kependudukan yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara 

sistematis. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan sebuah penelitian 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berlokasi di Komering 

Agung, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Pada 

instansi ini menjalankan pelayanan sektor publik yang bersifat melayani 

masyarakat untuk pembuatan administrasi kependudukan. Dengan demikian 

instansi ini mempunyai inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat 

mengakses pembuatan dokumen kependudukan. Tentunya dalam inovasi 

pelayanan tersebut dibutuhkan suatu langkah untuk mencapai target 

peningkatan dalam pembuatan dokumen kependudukan. Pemilihan lokasi 

ini disebabkan adanya keterkaitan yang sesuai dengan objek penelitian saat 

ini yaitu pelayanan jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan dokumen 

kependudukan. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Penentuan fokus dalam penelitian ini sebagai suatu pembatasan terhadap 

masalah-masalah yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus 

penelitian dapat berfungsi membatasi bidang-bidang inklusi (masukan) dan 

memenuhi kriteria inklusi-ekslusi suatu informasi yang diperoleh di 

lapangan. Adapun yang menjadi fokus penelitian dapat dilihat dari latar 

belakang masalah yang dirumuskan dan dikaji berdasarkan teori dalam 
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tinjuan pustaka. Dengan demikian fokus penelitian pada penelitian ini 

diantaranya: 

1) Kesederhanaan 

Kesederhanaan dalam pelayanan erat kaitannya dengan tata cara 

pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak 

berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh penerima 

layanan. Dalam kederhanaan pelayanan ini diukur dengan indikator 

kemudahana prosedur dan mekanisme kerja. Dalam fokus ini ingin 

melihat kesederhanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah pada pelayanan jemput bola dalam 

memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menerima pelayanan 

terkait prosedur dan mekanisme kerja atau tata urutan pelayanan, 

spesifikasi persyaratan, kordinasi antara unit  kerja dalam pelayanan 

jemput bola di dinas tersebut. 

Permasalahan yang ditemui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam pelayanan jemput bola ini 

terkait dengan kesederhanaan pelayanan hanya salah satu faktor yakni 

mengenai mekansime prosedur pelayanan yang masih terdapat kendala 

akibat terjadi gangguan jaringan komunikasi data dalam sistem 

pengelolaan administrasi kependudukan. Untuk pelayanan pada aspek 

kesederhanaan ini pelayanan jemput bola sudah mencerminkan, 

memberikan kemudahan dalam prosedur pelayanan masyarakat dalam 

kepemilikan dokumen kependudukan. 

2) Kejelasan dan Kepastian 

Kejelasan dan kepastian pada aspek ini terkait dengan setiap jenis 

pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan 

kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan 

tersebut. Pada fokus Penelitian ini ingin melihat mengenai adanya 

kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, 

persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja 

yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 
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pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara 

pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Pada prinsip 

ini indikator yang digunakan untuk mengukur kejelasan dan kepastian 

yaitu konsistensi pelaksanaan pelayanan, waktu penyelesaian 

pelayanan, dan rincian biaya atau tarif pelayanan. 

Permasalahana yang ditemukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yakni adanya 

ketidaksesuaian waktu penyelesaian penerbitan dokumen untuk 

diserahkan kepada penerima layanan dalam hal ini masyarakat 

sehingga masyarakat masih harus menunggu penerbitan dokumen. 

3) Keamanan 

Keamanan dalam aspek ini terkait dengan memberikan petunjuk bahwa 

dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi 

dan mutu dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, nyaman, dan 

tertib. Fokus penelitian ini menggunakan tolak ukur dengan melihat 

kelengkapan sarana prasarana dan kepatuhan terhadap prosedur 

(Standar Operasional Prosedur). 

Permasalahan yang ditemui yakni kurangnya sarana prasarana 

pelayanan terkait dengan kelengakapan peralatan pelayanan jemput 

bola yang digunakan dilapangan, keterbatasan ini tentunya akan 

berpengaruh pada hasil pemberian pelayanan kepada masyarakat 

dilapangan. 

4) Keterbukaan 

Keterbukaan pelayanan ini terkait dengan memberikan petunjuk untuk 

menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat 

(pemohon). Pada aspek ini fokus penelitian ingin dilihat dengan 

mengukur menggunakan penginformasian instrumen pelayanan secara 

terbuka dalam artian kelugasan dalam setiap pemberian pelayanan 

diberikan secara nyata.  Dalam tahap ini sudah cukup berjalan dengan 

baik pada pelaksanaan pelayanan jemput bola di lapangan sehingga 
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hanya perlu mempertahankan konsiten dalam memberikan segala 

bentuk informasi dalam menunjang pelayanan tersebut. 

5) Efisien. 

Efisien pelayanan diartikan sebagai bahwa tujuan - tujuan yang benar 

telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara - cara yang paling 

baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lebih singkatnya efesien 

adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Fokus 

penelitian pada aspek ini ingin melihat menggunakan tolak ukur 

tercapainya tujuan pelayanan untuk melihat pencapaian hasil optimum 

yang telah di targetkan dalam pelayanan jemput bola yang 

dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

3.4 Penentuan Informan 

Menurut Spardly dan Faisal dalam Sarwono (2006:97) menyebutkan bahwa 

penentuan informan dalam penelitian kualitatif pada umumnya memiliki 

informan yang lebih sedikit dibandingkan jenis penelitian lainnya. 

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan model Sampling 

Purposive, penentuan subjek dengan pertimbangan tertentu, dengan kata 

lain unit subjek yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang diterapkan dalam tujuan penelitian. Bagian analisis dalam jenis 

penelitian kualitatif kali ini adalah individu atau perseorangan. 

Kemudian individu tersebut yang dijadikan sumber informasi dalam 

penelitian. Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini 

merupakan subjek-subjek yang berpotensi untuk memberikan informasi 

tentang pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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Table 4. Informan Penelitian 

No. Informan Keterangan 

1. Desta Fadli, S.E Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Heriawan Eka Parpata, 

S.IP,.M.H 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Budi Gunawan,S.E.,M.M Kepala Seksi Identitas  Penduduk 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 

4. Lidia Lisbet Manurung, S.Sos Kepala Seksi Pendataan Penduduk 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah. 

5. Isromiliana,S.E Kepala Seksi Perubahan Status Anak 

dan Penyajian Data Penduduk Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah. 

6. Masyarakat Masyarakat yang ttelah menerima 

Pelayanan Jemput Bola. 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti,2021) 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dalam Moleong (2013: 157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang 

diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang dapat 

dicatat atau direkam baik melalui perekam suara atau gambar. Sementara 

data tambahan seperti dokumen dapat berupa majalah ilmiah, sumber dari 
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arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi atau data statistik. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh 

secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik 

individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. 

Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang 

diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji 

yaitu inovasi pelayanan jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan 

dokumen (studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti memperoleh data primer dari hasil 

wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pengetahuan dan 

informasi mendalam tentang kajian penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari tangan kedua 

(secondhand information) atau dari sumber-sumber lain yang  telah 

tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder itu berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data 

dokumenter. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku- 

buku, jurnal referensi, artikel, dan internet serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan pelayanan jemput bola seperti arsip rekapitulasi 

jumlah dokumen kependudukan yang telah dicetak melalui pelayanan 

jemput bola selama kurun waktu dilaksanakan. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur pengumpulan, 

pengukuran, dan analisis wawasan yang akurat untuk penelitian dengan 

menggunakan teknik standar yang divalidasi. Teknik pengumpulan data 

dapat berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan alat untuk 

pengumpulan data dapat berupa alat perekam, pedoman wawancara, dan 

kuisioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Usman dan Akbar (2009:52) mendefinisikan observasi sebagai suatu 

usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap 

fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan karena peneliti dapat melihat 

bagaimana proses tersebut terjadi sehingga pengamatan yang dilakukan 

menghasilkan data yang lebih faktual. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam penelitian kali ini, 

peneliti ikut mengamati atau melihat secara langsung tanpa membuat 

kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana proses 

pelayanan kependudukan melalui pelayanan jemput bola dalam 

meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 

Adapun alat perolehan data yang digunakan adalah kamera untuk 

mendokumentasikan pada saat observasi, alat perekam, dan buku catatan. 

 

b. Wawancara Mendalam (Indepth Interviews) 

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode 

kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara mendalam (Indepth 

Interview). Menurut (Moleong, 2005:186) wawancara mendalam 

merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan 

bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat 

penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan 

dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
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Wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap 

satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud 

diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. 

Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka 

berdasarkan perspective responden dalam memandang sebuah 

permasalahan. Wawancara mendalam menurut Esterberg dalam 

Sugiyono (2018:233) terdiri atas wawancara terstruktur (structured 

interview), wawancara semi terstruktur (semi-structured interview), dan 

wawancara tak berstruktur (unstructures interview). 

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dalam teknik ini 

peneliti telah menyiapkan pertanyaan penuntun untuk dijadikan sebagai 

panduan utama pada saat melakukan wawancara. Pada awal wawancara 

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian 

melanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam dan spesifik 

berdasarkan jawaban informan. Pada wawancara semi terstruktur ini 

informan dapat memberikan informasi secara bebas yang dieksperesikan 

dengan kata-katanya sendiri dan pewawancara dapat melakukan 

klarifikasi terhadap jawaban informan. Alat bantu yang digunakan untuk 

mendukung proses pelaksanaan wawancara dan hasil data yang diperoleh 

dari wawancara adalah wawancara, buku catatan, alat perekam, serta 

kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara. 

 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian dokumen 

yang digunakan sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan 

bahkan untuk memprediksi. 
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Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan dengan 

masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik 

penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah tentang pelayanan Jemput Bola. 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Capaian kepemilikan dokumen kependudukan yang telah 

dilaksanakan dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, 

tahapnya adalah : 

a. Seleksi data yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh 

dari wawancara mendalam dengan informan. 

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai 

dengan pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun. 

c. Penyusunan data yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis 

menurut tata urutan yang telah ditetapkan sehingga mudah di analisis. 

 

3.8 Teknik Analisi Data 

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menyusun dan 

mengolah data yang terkumpul sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

kebenaranya. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensistensiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
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diceritakan orang lain. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan 

teknik analisis data kualitatif.\ 

Proses analisis data kualitatif melalui tiga tahapan menurut Mathew B.  

Millins dan A. Michael Humberman (1992:47) sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

aplikasiyang meragamkan, mengelompokan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

b. Penyajian Data (Display) 

Penelitian disajikan dengan bermodalkan sejumlah asumsi,  konsep, 

definisi dan proposisi. Sedangkan dari kepustakaan dengan didasarkan 

pada data yang berupa referensi sumber-sumber lain yang berkaitan  

dengan penelitian dan berhasil dihimpun. Sedangkan data yang berhasil 

dihimpun akan diolah serta dianalisis berdasarkan indikator variabel 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

c. Pengambilan Kesimpulan (Verifikasi) 

Peneliti melakukan uji kebenaran, kekokohannya dan kecocokan setiap 

makna yang muncul dari data yang tertuang. Dalam tahap ini data-data 

hasil wawancara dan pengamatan serta data-data sekunder dalam 

penelitian dari rumusan masalah. Sehingga dapat dilihat apakah hasil 

penelitian ini dapat memenuhi tujuan penelitian atau tidak. 
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3.9 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data merupakan hal yang diperlukan dalam penelitian 

kualitatif agar data lapangan dapat diperoleh subjektif mungkin. Teknik 

keabsahan data yang digunakan penelitian ini yaitu: 

 

a. Derajat Kepercayaan 

Pengecekan data diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

Denzim dalam Moleong (2017), mengatakan triangulasi data 

menggunakan data dari sumber, metode penyidik dan teori. 

Triangulasi digunakan karena merupakan cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan-

kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti 

melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal 

dari unsur-unsur yang berbeda. 

2. Perpanjangan Waktu Pengamatan 

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan guna meningkatkan 

kepercayaan. Dengan perpanjangan pengamatan seperti ini peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lain 

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. 

Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti 

dengan narasumber akan semakin akrab. 

 

b. Keteralihan (Transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya 

orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan 

untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti harus 

membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 
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Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian disenggelarakan. 

 

c. Kebergantungan (Dependability) 

Menurut Moleong (2017), pengujian kebergantungan dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat 

memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. 

 

d. Kepastian Data (Confirmability) 

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada 

tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau 

pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses 

penelitian serta hasil penelitiannya. 



  

IV. GAMBARAN UMUM 

4.1 Kondisi Umum Kabupaten Lampung Tengah 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Lampung. Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999, maka 

Kabupaten Lampung Tengah yang semula mencakup wilayah Kabupaten 

Lampung Timur dan Kota Metro, maka Kabupaten Lampung Tengah secara 

resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten atau Kota yaitu Kabupaten 

Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. 

Kemudian pada tahun itu juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke 

Gunung Sugih tepatnya pada tanggal 1 Juli 1999. Luas wilayah Kabupaten 

Lampung Tengah sebelum pemekaran adalah 8.208,52 Ha. Latar belakang 

kebijakan pemekaran wilayah, seperti luasnya wilayah Kabupaten Lampung 

Tengah, besarnya jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak 

merata. 

Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah sebesar 13,57 % dari 

total luas Provinsi Lampung. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.789,82 

km
2
 memiliki penduduk sebanyak 1.391.683 jiwa, dengan topografi wilayah 

dibagi menjadi lima unit, yaitu daerah topografi berbukit hingga bergunung, 

daerah topografi berombak hingga bergelombang, daerah dataran alluvial, 

daerah rawa pasang surut, dan daerah sungai. Kabupaten ini secara 

administratif dibagi menjadi 28 kecamatan, serta 312 Kampung atau 

kelurahan (BPS Lampung Tengah, 2020). 

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Kabupaten Lampung Tengah 

sebagai daerah otonom yang memiliki seluruh kewenangan wajib serta 

kewenangan lainnya. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 
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Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan organisasi 

pola maksimal, susunan organisasi perngkat daerah Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah yang ditetapkan adalah: 

(a) Sekretariat Daerah, terdiri dari: 1 Sekretaris Daerah, 4 Asisten Bidang, 

dan 12 Bagian. 

(b) Lembaga Teknik Daerah, terdiri dari 6 badan dan 3 Kantor. 

(c) Dinas Daerah sebanyak 17 buah. 

(d) 28 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 280 Kampung (desa). 

 

Kabupaten Lampung Tengah berada pada jalur Lintas Tengah pada Provinsi 

Lampung. Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan lintas tengah 

penghubung provinsi-provinsi di Pulau Sumatera memiliki posisi yang 

strategis dalam konteks pembangunan wilayah di Provinsi Lampung. 

Beberapa sarana dan prasarana strategis nasional maupun Provinsi Lampung 

terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga menyebabkan 

perkembangan pembangunan wilayah dan investasi pembangunan dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir telah mengubah wajah LampungTengah 

sebagai Kabupaten yang mengalami perkembangan yang cukup pesat 

khususnya Kawasan Ibu Kota Kabupaten Lampung Tengah dan Koridor 

Trans sumatera. 
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Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di tengah Provinsi 

Lampung yaitu antara 1040 35’–1050 50’ Bujur Timur dan40 30’– 4 0 

15’Lintang Selatan, dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Gunung Sugih. 

Batas-batas daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah : 

a. Sebelah  Utara : Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, dan 

Tulang Bawang Barat 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesawaran 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. 

 

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah  

(Sumber data : BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Secara administratif Kabupaten Lampung Tengah terbagi dalam 28 

kecamatan, 297 desa, 28 kelurahan, 1.385 dusun, 139 lingkungan, 1.510 

rukun warga, 5.520 rukun tetangga dengan pusat pemerintahan berada di 

Kecamatan Gunung Sugih.  
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4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah 

4.2.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 

2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil bagi warga Kabupaten Lampung Tengah, sejalan 

tugas pokok yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Drs. Genta Suri Muda 

yang dibantu oleh satu orang Sekretaris Dinas dan empat orang 

Kepala Bidang serta lima belas orang Kasi atau Kasubbag Pejabat 

esselon empat, telah banyak melaksanakan terobosan dan inovasi di 

bidang pelayanan dengan acuan terhadap peraturan dan kebijakan 

dari Pemerintah Pusat (Dirjendukcapil), Pemerintah Provinsi 

(Disdukcapil Provinsi Lampung), dan Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang 

Nomor Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah 

dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang 

Administrasi Kependudukan. 
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4.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah 

A. Visi 

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah yaitu menjadi lembaga yang profesional dalam 

memberikan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

Cepat, Tepat, Akurat serta Transparan. 

 

B. Misi 

Misi adalah suatu pernyataan merumuskan tujuan inti dan falsafah 

organisasi atau suatu pernyataan tentang tujuan mendasar dari suatu 

organisasi. Dengan berpedoman pada misi tersebut diatas dan 

disesuaikan pada tugas pokok dan fungsi, maka Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah 

mempunyai misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas SDM kependudukan dan 

pencatatan sipil yang mumpuni atau handal. 

2. Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat akan pentingnya 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

3. Meningkatkan upaya penanganan keluhan dan 

pengaduan masyarakat secara cepat dan akurat. 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana serta pemanfaatan Teknologi Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan. 
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4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Tengah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 10 Tahun 2012, tentang 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan 

peraturan daerah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok yaitu 

membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah dalam rangka mewujudkan tata tertib administrasi 

kependudukan di Kabupaten Lampung Tengah, perwujudan 

diperlakukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil dan pengelola Sistem Administrasi Kependudukan 

melalui penataan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. 

Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

d. Pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

e. Pelaksanaan administrasi dinas Pencatatan Sipil dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya, pelaksanaan tugas di bidang Administrasi 

Kependudukan. 
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Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil: 

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan 

serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi 

kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 

 Perumusan program yang akan dicapai oleh Dinas 

Kependudukandan Pencatatan Sipil. 

 Pelaporan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pecatatan 

Sipil setiap satu tahun anggaran kepada Bupati. 

 Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 

 Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 
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 Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian 

administrasi kependudukan. 

 Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data kependudukan 

berskala kabupaten. 

 Pelaksanaan konsultasi, supervisi dan verifikasi dibidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

 Pelaksanaan pengarahan Sekretaris dan para Kepala Bidang 

dalam penyusunan program dan kegiatan dan menentukan 

arah kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil 

agar dapat tercapai kinerja yang maksimal sesuai dengan arah 

kebijakan dan program daerah. 

 Pengevaluasian program kerja tugas yang telah dilaksanakan 

serta membuat laporan sebagai bahan pertanggung 

jawabandan masukan kepada atasan. 

 Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan 

arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan 

permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang- undangan sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan kerja. 

 Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan kerja.  

 

 Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil 

kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai 

bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP 

(Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil). 



59  

 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah 

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

B. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat 

menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang- 

undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada 

seluruh unit di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi: 

1. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan 

anggaran dinas. 

2. Penyusun, penganalisa dan pengevaluasian konsep-konsep 

kebijakan dibidang pelaksanaan, pengelolaan kesekretariatan 

yang meliputi urusan umum, protokol, surat menyurat, 

hukum organisasi, tata laksana, kepegawaian dan keuangan, 

serta prasarana. 

3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan 

anggaran serta pengelolaan keuangan. 

4. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, 

rumah tangga dan barang milik negara. 

5. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan urusan ASN. Bagian 

sekretariat membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai 

tugas penyiapan koordinasi dan penyusunan, program dan 

anggaran serta menyusun laporan pelaksanaan program 

kegiatan Dinas. 

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan 
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koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, 

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas 

menyiapkan pelayanan administrasi, urusan persuratan, 

urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, 

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik 

negara. 

 

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi 

dan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : 

1. Penyusun perencanaan pelaksanaan pelayanan pendaftaran 

penduduk. 

2. Penyiapan penyusun anggaran operasional bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penduduk 

pendaftaran penduduk. 

4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran penduduk. 

5. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 

6. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 

7. Pelaksanaan dokumentasi hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk 

8. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk. 

9. Pengevaluasian program kerja atau tugas yang telah 
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dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan 

pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan. 

10. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan 

memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan 

sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-

masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan 

sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja. 

11. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan kerja. 

12. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil). 

13. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil). 

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.  

 

Bagian pelayanan pendaftaran penduduk membawahi: 

1. Seksi Identitas Penduduk 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk 

3. Seksi Pendataan Penduduk 
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D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, dan 

pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil. 

2. Penyusun rencana anggaran operasional bidang. 

3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis Pencatatan Sipil. 

4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayananpencatatan sipil. 

5. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 

6. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil. 

7. Pelaksanaan dokumentasi hasil pelayanan pencatatan sipil. 

8. Pengendaliandan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipi1. 

9. Pengevaluasian program kerja tugas yang telah dilaksanakan 

serta membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban 

dan masukan kepada atasan. 

10. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan 

arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan 

permasalahan dan tugas bidang masing- masing agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan kerja. 

11. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan kerja. 

12. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja 
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Pegawai Negeri Sipil). 

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bidang pelayanan pencatatan sipil membawahi: 

1. Seksi Kelahiran 

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan 

dan Kematian 

 

E. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai 

tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pemanfaat data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana operasional Seksi Pemanfaatan Data dan 

Dokumen Kependudukan. 

2. Menyusun anggaran operasional Seksi Pemanfaatan Data 

dan Dokumen Kependudukan. 

3. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

4. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pemanfaatan  

data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 

dengan bidang terkait. 

5. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap penggunaan data 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan bidang 

terkait. 
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6. Mengkoordinasikan pemanfaatan data terhadap 

penyimpangan dan ketidaksesuaian penggunaan data 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

7. Membuat laporan hasil koordinasisi pemanfaatan data 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala. 

8. Mengevaluasi program kerja tugas yang telah dilaksanakan 

serta membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban 

dan masukan kepada atasan. 

9. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan 

memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan 

sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing- 

masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja. 

10. Memberi petunjuk kepada bawahan agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan kerja. 

11. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil). 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi: 

1. Seksi Kerjasama. 

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. 

3. Seksi Inovasi Pelayanan. 
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F. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan di Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi Sistim informasi administrasi 

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan 

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 

informasi dan komunikasi. 

2. Penyusun anggaran operasional di Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan. 

3. Penyusun petunjuk kebijakan teknis dibidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan. 

4. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi sistim informasi administrasi kependudukan, 

pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 

kelola sumberdaya manusia teknologi informasi dan 

komunikasi. 

5. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi administrasi 

kependudukan. 

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan. 

7. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 
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kependuduka pengolahan dan penyajian data kependudukan 

serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 

informasi dan komunikasi. 

8. Penyusun anggaran operasional di Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan. 

9. Penyusun petunjuk kebijakan teknis dibidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan. 

10. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi sistim informasi administrasi kependudukan, 

pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 

kelola sumberdaya manusia teknologi informasi dan 

komunikasi. 

11. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi administrasi 

kependudukan. 

12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan. 

13. Pengevaluasian program kerja tugas yang telah dilaksanakan 

serta membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban 

dan 

14. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan 

arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan 

permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas 

pelaksanaan kerja. 

15. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas 
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pelaksanaan kerja. 

16. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang 

telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 

peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil). 

17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

membawahi: 

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

4.3 Gambaran Umum Pelayanan Jemput Bola Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah 

Pelayanan jemput bola merupakan bentuk pelayanan terobosan baru yang 

diciptakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah yang memiliki tujuan salah satu utamanya untuk meningkatkan 

kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Lampung 

Tengah. Pelayanan jemput bola dimulai sejak bulan Mei 2019, sesuai 

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  di Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 470/10/D.a.VI.13/V/2019 tentang 

Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2019. Pelayanan jemput bola ini 

dilaksanakan ketika 1 hari sebelum libur kerja (Jum’at) dan pada hari libur 

kerja (Sabtu dan Minggu). Pelayanan jemput bola jadwal pelaksanaan 

rutinnya terjadwal dengan kegiatan bersama dengan pemerintah daerah 

dalam hal ini Kepala Daerah yang telah rutin setiap minggunya. 

Dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola ini melakukan beberapa 

pelayanan dengan sistem terintegrasi 3 in 1, 4in 1, 5in 1, dan 6in yang 
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memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen 

kependudukan. Pelayanan dengan sistem terintegrasi 3 in 1, 4in 1, 5in 1, dan 

6in 1 adalah pelayanan sistem masyarakat dengan sekali mengurus dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil akan mendapatkan lebih dari satu 

dokumen karena dokumen utamanya yang diurus terkait dengan dokumen 

lainnya yang ikut berubah. Berikut uraian contoh pelayanan jemput bola 

dengan sistem terintegrasi : 

a. There in one ( 3in 1) 

Meninggalnya seseorang warga masyarakat maka akan mendapatkan 3 

(tiga) dokumen yang diberikan yaitu Akta Kematian, perbaikan KTP-el 

status suami atau istri sebelumnya kawin menjadi cerai mati dan 

perbaikan kartu keluarga dengan kekurangannya anggota keluarga. 

 

b. Four in one ( 4in1 ) 

Maksudya jika dalam pernikahan sesama muslim tetapi salah satu 

keluarga pasangan tidak berdomisili di lampung tengah maka akan 

mendapatkan 4 (empat) dokumen yaitu Kartu Keluarga (KK), 

pembatalan status KTP suami menjadi kawin, perubahan status pada 

KTP istri menjadi kawin, perbaikan kartu keluarga orang tua dan 

pasangan yang berdomisili di lampung tengah. 

 

c. Five in one ( 5in1 ) 

Maksudnya jika pernikahan sesama muslim yang membuat dokumen 

kependudukan akan mendapatkan 5 (lima) dokumen sekaligus yaitu 

Kartu Keluarga baru, perubahan status pada KTP suami menjadi kawin 

perubahan status pada KTP istri menjadi kawin, perbaikan kartu 

keluarga orangtua pihak suami (berkurang), perbaikan kartu keluarga 

orangtua pihak istri (berkurang). 
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d. Six in one ( 6in1 ) 

Maksudnya jika pernikahan non muslim yang berdomisili di kabupaten 

lampung tengah maka akan mendapatkan 6 (enam) dokumen sekaligus 

yaitu Akta Perkawinan, Kartu Keluarga baru,perubahan status pada 

KTP suami menjadi kawin, perubahan status pada KTP istri menjadi 

kawin, perbaikan Kartu Keluarga orangtua pihak suami (berkurang), 

perbaikan Kartu Keluarga orangtua pihak istri (berkurang). 

 

Berikut gambaran umum mengenai Standar Operasioanal Prosedur (SOP) 

pada pelayanan jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah: 

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

1. Pelayanan KTP-el 

 

Gambar 3.. Gambaran SOP Pelayanan KTP-el 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022) 
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2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

 
Gambar 4.Gambaran SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022) 

 

3. Pelayanan Pindah Datang 

 

 
Gambar 5.. Gambaran SOP Pelayanan Pindah Datang 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022) 
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b. Pelayanan Pencatatan Sipil 

1. Pelayanan Akta Kelahiran 

 
Gambar 6.Gambaran SOP Pelayanan Pindah Datang 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022 

 

2. Pelayanan Akta Perkawinan 

 
Gambar 7.Gambaran SOP Pelayanan Akta Perkawinan 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022 
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3. Pelayanan Akta Kematian 

 
Gambar 8. Gambaran SOP Pelayanan Akta Kematian 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022) 

 

4. Pelayanan Akta Pengesahan Anak 

 
Gambar 9. Gambaran SOP Pelayanan Akta Pengesahan Anak 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022) 
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5. Pelayanan Akta Pengakuan Anak 

 
Gambar 10.Gambaran SOP Pelayanan Akta Pengakuan Anak 

(Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah, diolah oleh peneliti 2022)



 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Pelayanan 

Jemput Bola dalam Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan 

(Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah), maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada aspek kesederhanaan pelayanan terkait dengan kemudahan prosedur 

dan mekanisme kerja dalam pelayanan, baik dalam hal persyaratan 

pelayanan, unit kerja dalam pelayanan dan prosedur pelayanan sudah 

berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala pada 

kelancaraan mekanisme kerja yaitu pada sistem teknis jaringan dalam 

mengakses data kependudukan. Namun jika permasalahan ini tidak segera 

dituntas tentunya dapat menyebabkan penurununan kualitas yang 

diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan jemput bola tersebut. 

2. Pada aspek kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian 

pelayanan, fakta dilapangan bahwa pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah segi penyelesaian dokumen 

dan tanggungjawab pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung belum dikatakan cukup baik dikarenakan 

keterbatasan waktu dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan 

jemput bola tersebut. 

3. Pada aspek keamanan terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana 

pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Tengah ini belum cukup memadai, masih ada  beberapa sarana dan pra 

sarana yang kurang lengkap jumlahnya dalam pelayanan jemput bola 

dalam menunjang pelayanan masyarakat yang sangat antusias. Dari 

keterbatasan sarana dan prasarana ini akan menyulitkan dari segi 
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penyelesaian dokumen yang diproses oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan 

kepemilikan dokumen. 

4. Pada aspek keterbukaan terkait dengan penginformasian intrumen 

pelayanan bahwa untuk perihal kemudahan informasi pelaksanaan 

pelayanan dan petunjuk instrument pelayanan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup dengan baik. 

Untuk informasi pelaksanaan pelayanan sudah dengan mudah 

disampaikan kepada masyarakat melalui berbagi media. Kemudian dalam 

pelaynan jemput bola dilapangan sudah adanya petunjuk pelayanan pada 

setiap loket pelayanan yang membeda- bedakan jenis nama pelayanan, 

selain itu informasi mengenai pesyaratan kelengkapan dokumen sudah 

tertera pada pelayanan jemput bola tersebut. 

5. Pada aspek efesien terkait dengan tercapainya tujuan pelayanan maka 

dengan adanya pelayanan jemput bola ini telah cukup meningkatkan  

dalam pencapaian tujuan dan target kepemilikan dokumen yang sudah 

ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang 

terbantu memiliki dokumen kependudukan dari adanya pelayanan 

tersebut. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pada aspek kesederhanaan, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Tengah pada pelayanan jemput bola dalam 

mekanisme kerja dan prosedur pelayanannya diharapkan dapat 

mengatasi masalah-masalah teknis yang dapat menghambat 

pelaksanaan pelayanan yang diberikan masyarakat dengan cepat agar 

kualitas pelayanannya tidak menurun akibat kendala-kendala yang ada. 

2. Untuk aspek kepastian dan kejelasan waktu penyelesaian pelayanan 

diharapkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Tengah dpat memberikan kepastian waktu agar masyarakat 

tidak menunggu terlalu lama dalam mendapatkan dokumen 

kependudukan mereka. Kemudian konsistensi untuk pelaksanaan 

pelayanan harus diatur berdasarkan jadwal langsung oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Pada aspek keterbukaan pelayanan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan 

penginformasian pelaksanaan pelayanan jemput bola dengan membuat 

plafrom penunjang agar semua masyarakat Lampung Tengah dapat 

mengakses informsasinya. 

4. Pada aspek efesien, untuk tercapainya tujuan organisasi dalam hal ini 

untuk mendorong pengoptimalan target pelayanan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dapat 

melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) terkait dengan pelayanan jemput bola seperti salah 

satunya bentuk kerjasama dengan Pihak Rumah Sakit terkait dengan 

penerbitan dokumen Akta Kelahiran ataupun dengan Pengadilan 

Agama yang berkaitan dengan penerbitan dokumen Akta Perceraian. 

5. Pada aspek keamanan yang terkait dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana sebagai penunjang pelayanan jemput bola, Dinas 

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dapat 
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menambah unit peralatan kerja dengan mengajukan proposal kepada 

Direktoral jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar target 

peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dapat segera tercapai 

pada seluruh aspek pelayanan. 
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